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ABSTRAK

Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan
kewenangan yang dimiliki Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam jual
beli saham dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No:
85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Dalam kasus ini penggugat adalah Yayasan Kartika
Eka Paksi dan tergugat adalah seluruh pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi yang
sekaligus merangkap sebagai Direksi di PT. Mulia Agro Persada. Yang jadi
permasalahan dalam kasus ini adalah bahwa pihak penggugat menganggap bahwa
saham yang dibeli oleh PT. Mulia Agro Persada (tergugat 5) sebagai kekayaan
Yayasan yang dibagikan atau dialihkan karena Direktur Utama dari PT. Mulia
Agro Persada menjabat sebagai ketua bidang dana Yayasan Kartika Eka Paksi.
Dalam hal ini Direktur Utama PT. Mulia Agro Persada yang sekaligus sebagai
Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi sebagi ketua bidang dana mewakili jual beli
saham PT. Mulia Agro Persada. Transaksi jual beli saham dilakukan Siswanto atas
dasar RUPS No.42 tertanggal 23 Nvember 2013. Yang menjadi permasalahan
hukumnya adalah bagaiman wewenang Direksi untuk mewakil PT dalam jual beli
saham? Karena terdapat dugaan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis
Hakim yang menganggap bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum karena
menganggap bahwa kekayaan milik yayasan telah dialihkan atau dibagikan ke
pengurus. Padahal dalam hal ini Direktur Utama PT. Mulia Agro Pesada
melakukan jual beli saham sebagai wakil dari PT.Mulia Agro Persada bukan
sebgai perorangan atau individu.

Kata Kunci: Direksi, Kewenangan Direksi, Jual Beli Saham.
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A Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dalam praktiknya sangat
banyak kita jumpai. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroaan
terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan
model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan
bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah
bentuk bisnis lain, seperti firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan lain

lain.t

lImu ekonomi menyatakan bahwa, modal diartikan sebagai
perwujudan persatuan benda yang dapat berupa barang, uang, dan hasil
yang dipergunakan oleh suatu badan wusaha untuk mendapatkan
keuntungan.? Modal dasar bagi Perseroan Terbatas (PT) terbagi dalam
bentuk saham. Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak
kepada pemiliknya untuk menghadiri suara dan dalam Rapat Umum
Pemgeang Saham (RUPS), menerima pembayaran deviden, dan sisa
kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainya sesuai dengan

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham mewakili satu bagian
kecil dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki perseroan terbatas.
Pemegang saham baik shareholder atau stockholder tidak memiliki bagian

khusus kekayaan dari perseroan. Perseroan itu sendiri yang menjadi pemilik

1 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Ctk. Pertama,PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, him. 1
2 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Ctk. Pertama, Intimedia,Malang, 2015, him. 68.



keseluruhan kekayaan yang ada dalam perseroan. Saham yang diterbitkan
kepada pemegang saham disebut sebagai outstanding share. Adapun capital
stock adalah modal yang secara kolektif untuk mendirikan suatu perseroan
yang dibagi dalam saham-saham. Capital stock mengacu pada nilai yang

diterima perseroan melalui outstanding share diatas.’

Perseroan terbatas memiliki modal awal yang berasal dari kontribusi
para pemegang saham perseroan. Sesuai perjanjian pendirian perseroan
atau anggaran dasar perseroan pemegang saham tersebut memiliki
kewajiban untuk memberikan kontribusi tertentu. Modal yang berasal dari
kontribusi pemegang saham tersebut disebut sebagai equitas (equity). Di

sini perseroan menerbitkat equity securities berupa saham.*

Berbicara mengenai saham yang dimiliki oleh pemegang saham
tentu tidak lepas dari pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas
seiring dengan berjalanya waktu. Bahwa perseroan mempunyai kewajiban
untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai anggaran dasar. Maka kondisi
ini akan menyebabkan perseroan bergerak secara dinamis begitupun dengan
pemegang sahamnya. Pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas
dapat mengalihkan sahamnya kepada pihak lain atau saham yang dimiliki
dapat dijual kepada pihak lain baik pemegang saham yang sudah ada dalam

perseroan terbatas tersebut maupun pihak ketiga yang berasal dari luar.

3 Ronald A. Anderson, Business Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang
Indonesia , Cetakan Kedua, FH Ull Press, Yogyakarta, 2014, him. 78.

4 Ibid



Pemindahan hak atas saham diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang
No0.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut mengatur
pemindahan hak atas perseroan dapat dibuat dengan menggunakan akta
pemindahan hak. Akta pemindahan tersebut dapat berupa akta notariil atau
akta dibawah tangan. Pada prosesnya setelah akta dibuat lalu salinanya
diserahkan kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas
saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang
saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan
pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan

pemindahan hak.®

Praktiknya pemindahan hak atas saham sering menimbulkan
permasalahan kepada para pihak yang bersangkutan. Salah satu contoh
permasalahan yang timbul karena pemindahan hak atas saham yang terjadi
pada PT. Indotruba Tengah. Dalam kasus pemindahan hak atas saham PT.
Indotruba Tengah ini melibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi sebagi
pemegang saham dan PT. Mulia Argo Persada sebagai pembeli saham.
Bahwasanya kasus ini sudah diputus dalam Peradilan Tingkat Pertama yaitu
Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Akan tetapi pada putusan ini menurut penulis terdapat dugaan adanya

kesalahan penerapan hukum.

5 www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/pemindahan-hak-atas-saham, Diakses
terakhir tanggal 14 September 2018




Kasus tersebut terjadi pemindahan hak atas saham sebanyak 6.200
lembar saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Mulia Argo
Persada. Pada tahun 2013 Yayasan Kartika Eka Paksi menggugat pengurus
yayasan periode 2004-2009 yang telah menjual sahamnya kepada PT. Mulia
Argo Persada sebanyak 6.200 lembar saham. Yang menjadi dalil guagatan
dari Yayasan Kartika Eka Paksi pada waktu itu adalah saham tersebut dijual
dan dibeli olen PT. Mulia Argo Persada, organ-organya dari pemegang
saham, direksi ,maupun komisaris dari PT. Mulia Argo Persada merupakan

pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi pada waktu itu.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor:
85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, majelis hakim menerapkan pasal 5 ayat (1)
UU No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang

menyatakan;

“(1) Pasal 5 ayat (1) “ Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun
kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang — undang ini,
dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik
dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat

dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas “

Menurut Penulis yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam tugas akhir
ini adalah dasar hukum yang digunakan majelis hakim untuk menyelesaikan
perkara antara Yayasan Kartika Eka Paksi dengan PT. Mulia Argo Persada
adalah bahwa PT. Mulia Argo Persada bahwa ketentuan dalam pasal 5 ayat

(1) tersebut berkaitan erat dengan kemandirian dari Perserroan Terbatas



sebagai badan hukum dan kewenangan dari direksi PT. Mulia Argo Persada
untuk mewakili PT. Mulia Argo Persada dalam jual beli saham tersebut.
Karena putusan tersebut memandang bahwa Direksi dari PT. Mulia Argo
Persada sebagai individu. Padahal dalam transaksi tersebut Direksi

mewakili PT. Mulia Argo Persada.

IDENTITAS PARA PIHAK

Identitas para pihak:

YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI, berkedudukan di JI. Merdeka Timur
No. 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat
“Y.Feri Manurung,SH *, beralamat di Kantor Hukum Y. Feri
Manurung & Rekan JI. Nangka Raya Kav. No. 1 Kayuringin Jaya Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2013,selanjutnya

disebut: PENGGUGAT ;

LAWAN:

1. TUAN DARSONO, alamat Kompleks AURI JI. Seulawah Raya No. B11
Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di J1. Plaza 3 Pondok
Indah Blok E-7 JI. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa

khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT I ;

2. TUAN WAHYU WIDAYAT, alamat Kompleks Pesona Kayangan Blok
E-1 No.8 JI. Margonda Raya Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya Kota
Depok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Berto

Herora,SH “, berkantor di JI. Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 JI. TB.



Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa ~ Khusus  tertanggal

27  Maret 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT 11 ;

3. TUAN JOSO PRAYITNO, alamat Kompleks AURI JI. Wiraloka 3 No.
E3 Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili olen Kuasa
Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di JI. Plaza 3
Pondok Indah Blok E-7 JI. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut :

TERGUGAT III;

4. TUAN SISWANTO,SIP, alamat Taman Duren Sawit Blok B2/2 Jakarta
Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Berto
Herora,SH “, berkantor di JI. Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 JI. TB.
Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27

Maret 2013, selanjutnya disebut TERGUGAT 1V ;

5. PT. MULIA ARGO PERSADA, alamat Graha Permata Pancoran Blok C
No. 9 JI. Raya Pasar Minggu 32 Jakarta 12780, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Melati DS Siregar,SH “ beralamat di
Menara Kuningan Lt. 14/A JI. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta
12940, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret

2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT V ;

6. NY. UMI SALMA, alamat Kompleks AURI JI. Seulawah Raya No. B11
Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di J1. Plaza 3 Pondok



Indah Blok E-7 JI. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa

khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut: TERGUGAT VI ;

7. NY. MARDIA LISTIOWATI, alamat Kompleks AURI JI. Wiraloka 3
No. E3 Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di JI. Plaza 3
Pondok Indah Blok E-7 JI. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut :

TERGUGAT VIl ;

8. NY. ESTI TRI KADARMANI, alamat Taman Duren Sawit Blok B2/2
Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “
Berto Herora,SH “, berkantor di J1. Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 JI.
TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27

Maret 2013, selanjutnya disebut: TERGUGAT VIII ;

9. PT. PALMA SEJAHTERA, alamat JI. Rajawali No. 49 Kembangan
Selatan Kembangan Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya Advokat “ Melati DS Siregar,SH “ beralamat di Menara
Kuningan Lt. 14/A JI. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2013, selanjutnya

disebut : TERGUGAT IX;

10. EDDY WIDJANARKO, alamat JI. Raya Industri No. 17 Kel. Betro Kec.
Sedati Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat
“ Melati DS Siregar,SH “ beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jl.

HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan surat



Kuasa Khusus tertanggal 1  April 2013, selanjutnya disebut:

TERGUGAT X;

11. YAFIZAR,SH,CN PENGGANTI NOTARIS RUSNALDY,SH, alamat
JI. Tebet Timur Dalam VI-E No. 40 Jakarta Selatan,

selanjutnya  disebut: TURUT TERGUGAT I ;

12. DR. IRAWAN SOERODJO,SH,M.Si, NOTARIS DI JAKARTA,
alamat JI. KH.Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2
No. 4-5 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
Advokat “ E. Maria Kurniawati,SH “ beralamat di Graha Arda Lt. 2 Zona
A Unit 2 JI. HR. Rasuna Said Kav. B-6 Jakarta 12910, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut :-TURUT

TERGUGAT I ;

13. PT. MINAMAS GEMILANG, alamat The Plaza Office Tower Lt. 36 JI.
MH. Thamrin Kav. 28 — 30 Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya “Wawan Sunaryawan,SH,” berkantor di Jalan
Gunawarman No.18,Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Jakarta,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2013 selanjutnya

disebut: TURUT TERGUGAT Il ;

14. PT. ANUGRAH SUMBER MAKMUR, alamat The Plaza Office Tower
Lt. 36 JI. MH. Thamrin Kav. 28 — 30 Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya “Wawan Sunaryawan, SH,, berkantor di

Jalan Gunawarman No.18,Kebayoran Baru, Jakarta 12110, berdasarkan



C.

surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2013, selanjutnya disebut:

TURUT TERGUGAT IV

15. ZAINAL ABIDIN,SH NOTARIS DI JAKARTA, alamat JI. Panjang

Green Garden Blok 1-9 No. 20, Kel Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Robertus Ori
Setianto,SH,MH, Shilviana,SH,SE dan Qorry Nisabella,SH, Para
advokat pada kantor hukum ‘SS.CO ADVOCATES” berkantor di The
Boulevard Office Tower, Lantai 3 D1, Jalan Fachrudin Raya No.5
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret

2013, selanjutnya disebut: TURUT TERGUGAT V ;

16.. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM, alamat JI. HR. Rasuna Said Kav.
6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut: TURUT

TERGUGAT VI ;

17. PT. INDOTRUBA TENGAH, alamat di The Plaza Office Tower Lt. 36

JI. MH.Thamrin Kav. 28 — 30 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya “Titus Suhari,SH, dan Muchlis Ali,SH, Para Advokat pada
kantor hukum “TITUS SUHARLSH,” beralamat di Jalan Gambyong
Blok.U No0.20-21, Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2013,selanjutnya disebut: TURUT

TERGUGAT VII;

KASUS POSISI



Kasus pengalihan hak atas saham yang melibatkan Yayasan Kartika
Eka Paksi yang mempunyai saham sebesar 6.200 lembar saham di
PT.Indotruba Tengah dialihkan kepada PT. Mulia Argo Persada pada tahun
2008. Permasalahan timbul karena pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi
periode 2004 — 2009 dijabat oleh Darsono (Tergugat 1) sebagai Ketua
umum, Wahyu Hidayat (Tergugat Il) sebagai Sekretaris, Joso Prayitno
(Tergugat 111) sebagai Bendahara, Siswanto (Tergugat 1V) sebagai Ketua
Bidang Dana mengalihkan saham yang dimiliki Yayasan Kartika Eka Paksi
sebanyak 6.200 lembar saham di PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia
Argo Persada. Melalui Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan
Kartika Eka Paksi Nomor 10 tanggal 7 Juli tahun 2010 yang dibuat di
hadapan notaris Rusnaldi, S.H memerintahkan untuk membatalkan
pengalihan hak atas saham Yayasan Eka Paksi kepada PT. Mulia Argo
Persada pada tahun 2008 Dengan dalil bahwa kekayaan yayasan dilarang
untuk dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pengurus
yayasan. Karena pada waktu itu berdasarkan Akta Pendirian PT.Mulia Argo
Persada No.23 tertanggal 18 September 2007 dengan susunan pemegang
saham dan pengurus sebagai berikut : Darsono memiliki 100 lembar saham
daan menjabat sebagai komisaris, Siswanto memiliki 200 lembar saham dan
menjabat sebagai Direktur Utama, dan Joso Prayitno memiliki 200 lembar
saham dan menjabat sebagai Direktur. Oleh karena itu pengurus Yayasan
Kartika Eka Paksi periode 2009 — 2014 menganggap bahwa kekayaan yang

dimiliki yayasan pada PT.Indotruba Tengah telah dibagikan kepada
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pengurus yayasan pada waktu itu karena saham yang dimiliki yayasan telah

dijual ke PT.Mulia Argo Persada.

Kepemilikan saham pada PT. Indotruba Tengah pada tahun 2008
penjualan saham Yayasan Kartika Eka Paksi adalah sebagai berikut :
Yayasan Kartika Eka Paksi (Penggugat) sebanyak 6.200 lembar saham,
PT.Minamas Gemilang (Turut Tergugat I11) sebanyak 3.100 lembar saham,
PT. Anugerah Sumber Makmur (Turut Tergugat IV) sebanyak 3.100 lembar
saham. Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Periode 2004 -2009
berdasarkan pada surat persetujuan pembina dengan nomor
SP/12/YKEP/1X/2007 tanggal 21 September 2007 dan setelah terjadinya
pergantian pembina Yayasan Kartika Eka Paksi pada tahun dengan
menerbitkan surat persetujuan penjualan saham dengan Nomor
SP/12/YKEP/1X/2008 tanggal 14 September 2008 maka pengurus Yayasan
pada waktu itu menjual saham yang dimiliki pada PT.Indotruba Tengah.
Penjualan saham dilakukan oleh pengurus karena untuk memenuhi
ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, yang mengatur “Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam
berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh
penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan

yayasan”.

Pada tanggal 15 September 2008 telah muncul keputusan sirkuler
pemegang saham PT.Indotruba tengah yang isinya adalah persetujuan
RUPS yang dilaksanakan secara sirkuler untuk memindahkan atau menjual

hak atas saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar. Setelah
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adanya persetujuan dari para pemegang saham maka diterbitkanlah Surat
Penawaran Nomor : B/104/YKEP/1X/2008 kepada PT.Minamas Gemilang
dan Surat Penawaran Nomor: B/105/YKEP/IX/2008 kepada PT.Anugerah
Sumber Makmur selaku para pemegang saham lainya pada PT.Indotruba
Tengah untuk membeli saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada
PT.Indotruba Tengah. 30 hari setelah adanya penawaran yang ditujukan
oleh kepa PT.Minamas Gemilang dan PT.Anugerah Sumber Makmur tidak
ada tanggapan dari keduanya maka pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi
memutuskan untuk menjual saham pada PT.Mulia Argo Persada. Pada
tanggal 26 Desember 2008 terjadilah penjualan saham milik Yayasan
Kartika Eka Paksi kepada PT.Mulia Argo Persada sebanyak 6.200 lembar
saham dengan membayar lunas senilai Rp. 177.248.400.00 dihadapan
notaris Yafizar, S.H,C.N notaris pengganti Rusnaldy, S.H. serta deviden
milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada tahun 2008 telah diserahkan sebesar
Rp. 40.000.000.000 dipotong Rp 6.000.000.000 telah diserahkan.
Pengalihan hak atas saham ini telah disahkan dalam Akta Pernyataan
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah No. 53 tanggal
12 Mei 2009 yang dibuat notaris Zainal Abidin, S.H di Jakarta dan tercatat
di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jendera
Administrasi Hukum sebagaimana suratnya tertanggal 19 Mei 2009 nomor

AHU — AH/01.10-06302.

D. AMAR PUTUSAN
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Amar  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat No

85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST:

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat | s/d IV, Tergugat VI s/d VIII dan Turut

Tergugat V tidak dapat diterima ;

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV , Tergugat
VI dan Tergugat IX serta Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan
hukum terhadap Penggugat ;

3. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah
tertanggal 15 September 2008 tentang Persetujuan para Pemegang Saham
untuk memindahkan 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat
kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “, tidak sah menurut hukum
dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menyatakan Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 590 tanggal 26 Desember 2008

tentang pemindahan hak atas 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik
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Penggugat kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “ tidak sah
menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menyatakan Akta Notaris Zainal Abidin,SH No. 53 tanggal 12 Mei 2009
yang berisi Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba
Tengah tidak sah  menurut hukum dan  tidak  mempunyai
kekuatan hukum ;

6. Menyatakan pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba tengah milik
Penggugat kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Perkasa “ tidak sah
menurut hukum dan batal demi hukum ;

7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali 6.200 saham PT.
Indotruba tengah milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat ;

8. Menghukum Tergugat | s/d Tergugat 1V, Tergugat V, Tergugat IX dan X
untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.
200.000.000.000,00 secara tanggung renteng secara sekaligus dan tunai
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng sebesar Rp. 2.216.000,-(dua juta dua ratus enam belas ribu

rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

1. Menolak Provisi Penggugat Rekonpensi ;
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Dalam Pokok Perkara :

2. Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;

E. PERTIMBANGAN HUKUM
Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :
DALAM KONVENSI
Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat | s/d IV dan VI s/d VI1II serta Turut Tergugat
V telah mengajukan Eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, dengan

alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I s/d IV dan Tergugat VI s/d VIII

1.Surat Kuasa Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil ;

2.0byek sengketa gugatan Penggugat merupakan keputusan Tata Usaha

Negara;
3.Gugatan diajukan tanpa adanya sengketa hukum ;
4.Penggugat telah salah menggugat para Tergugat (Error in Persona) ;
5.Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel ), karena :

A. Tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat I.

I, 111 dan 1V, apakah sebagai pribadi atau selaku Pengurus ;
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B Tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat

VI, VII dan VIII;

C. Tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh Tergugat VI, VIl dan VIII ;

D. Petitum  gugatan tidak menjelaskan Akta mana

yang diminta untuk dibatalkan ;

E. Petitum gugatan meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

F.Petitum mengenai ganti rugi tidak terang dan tidak jelas ;

Alasan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat V :

6.Surat Kuasa Penggugat tidak khusus karena tidak menyebutkan secara

jelas siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat | s/d IV dan VI s/d V11l dengan alasan

Obyek sengketa gugatan Penggugat merupakan keputusan Tata Usaha

Negara, telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima melalui

Putusan Sela No. 85/ PDT.G/2013/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi Tergugat | s/d IV dan VI s/d

VIII pada ad. 2 tersebut, tidak akan dipertimbangkan lagi didalam putusan
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Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya telah menolak semua

alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan —

alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh para tergugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat | s/d IV dan VI s/d VIII telah mendalilkan,
Kuasa Penggugat tidak sah dan tidak memenubhi syarat formil ( lihat Eksepsi
1) sedangkan Turut Tergugat V telah mendalilkan, Surat Kuasa Penggugat
tidak khusus karena tidak menyebutkan secara jelas siapa yang

berkedudukan sebagai Penggugat ( lihat Eksepsi6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA NO.6/1994 , syarat didalam
pembuatan Surat Kuasa adalah : harus menjelaskan identitas

kuasa/penerima kuasa serta masalah apa yang dikuasakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 28 tahun 2004 Jo UU No. 16 tahun
2001 tentang Yayasan Pasal 35 Ayat (1) UU No.16 tahun 2001 yang dapat

mewakili Yayasan secara hukum adalah Pengurus Yayasan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi Surat Kuasa Penggugat,
maka dapat ditarik kesimpulan, Pemberi Kuasa adalah Pengurus Yayasan
Kartika Ekapaksi, dan pemberian kuasa tersebut adalah khusus untuk
mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan
rincian seperti yang diuraikan didalam Surat Kuasa tersebut, oleh karena itu
Majelis berpendapat Surat Kuasa dari pihak Penggugat telah memenubhi

syarat formal yang ditentukan didalam Sema diatas ;
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Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merupakan Pengurus
Yayasan Kartika Ekapaksi, maka sesuai uraian isi surat gugatan, maka
dalam hal ini secara hukum para Pemberi Kuasa tersebut mengajukan

Gugatan atas nama Yayasan Kartika ekapaksi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Eksepsi 1 dan 6 tidak

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk Eksepsi 3 yaitu gugatan diajukan tanpa adanya
sengketa hukum, menurut Majelis apakah ada sengketa hukum atau tidak
masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu tidak akan
dipertimbangkan didalam Eksepsi, tapi akan dipertimbangkan didalam

pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi 4 yaitu Penggugat telah salah
menggugat para Tergugat ( Error in persona ), menurut Majelis ini juga
masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu juga tidak akan
diertimbangkan lebih lanjut didalam eksepsi, tapi  akan

dipertimbangkan didalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi 5 menyatakan Gugatan tidak jelas

dan kabur

(Obscuur Libel ), karena :

A. Tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat 1.

I1, Il dan 1V, apakah sebagai pribadi atau selaku Pengurus ;
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B. Tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat V1,

VIl dan VIII;-

C. Tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

oleh Tergugat VI, VIl dan VIII ;

D. Petitum gugatan tidak menjelaskan Akta mana yang diminta

untuk dibatalkan;

E. Petitum gugatan meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

F. Petitum mengenai ganti rugi tidak terang dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat,
Majelis berpendapat, isi gugatan Penggugat dapat ditangkap makna dan
maksudnya, oleh karena itu Eksepsi para Tergugat yang menyatakan

gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur juga tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Eksepsi yang diajukan
oleh Tergugat | s/d IV dan VI s/d VIII serta Turut Tergugat V, harus

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis selanjutnya akan

mempertimbangkan pokok perkara ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Provisi

sebagaimana yang tercantum didalam petitum gugatan ;
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Menimbang, bahwa kewenangan Hakim didalam mengabulkan
permohonan provisi amat sangat dibatasi olen SEMA No.3 Tahun 2000 Jo.
No.4 Tahun 2001, dan harus memenuhi kriteria yang ditentukan olehn SEMA
tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan

permohonan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang

diuraikan didalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan didalam Eksepsi dan
provisi juga merupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan

dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat | dan VI tidak pernah datang
menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap
dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dengan

patut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat | dan VI tidak pernah datang
menghadap, akan tetapi para Tergugat lainnya telah datang menghadap
dipersidangan, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini

dilanjutkan secara pemeriksaan biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian didalam duduknya perkara akan

dipertimbangkan posita dan petitum gugatan Penggugat ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat dihubungkan

dengan Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, Replik dan Duplik

dihubungkan lagi dengan bukti — bukti yang diajukan dipersidangan,

diperoleh kesimpulan sebagai

berikut :

A. Bahwa Yayasan Kartika Eka Paksi merupakan Badan Hukum Yayasan

yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali dilakukan perubahan, dan

perubahan berikutnya sebagai berikut :

1. Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 4 tanggal 3 Januari 2006 tentang

Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi ( lihat

P-1 = TV,IX,X-7b, dan P-2), dengan organ Yayasan terdiri dari :

Pembina : Tn. Ryamizard Ryacudu sebagai Ketua, Tn. Djoko Santoso

sebagai Wakil Ketua ;

Pengurus :

Ketua Umum

Wakil Ketua Umum

Sekretaris

Bendahara

Ketua Bid. Dana

Ketua Bid. Pendidikan

Ketua Bid. Kesejahteraan:

:Tn

:Tn

:Tn

:Tn

:Tn

:Tn

. Darsono ;

. Wahyu Hidayat ;

. Joso Prayitno,SE.SH ;

. Siswanto,Sip.Msc ;

. IGN. Sugiri ;

. Bambang Saiful Basri
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Pengawas : Tn. Mahidin Simbolon ;

2. Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 253 tanggal 30 Juni 2009 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi (

lihat P-3 dan P-4 ), dengan organ Yayasan terdiri dari :

Pembina : Tn. Agustadi Sasongko Purnomo sebagai Ketua, Tn. Ryamizard

Ryacudu dan Tn. Djoko Santoso sebagai Anggota ;

Pengurus :

Ketua Umum : Tn. Djoko Daryatno ;
Sekretris : Tn. Wahyu Hidayat ;
Bendahara : Tn. Joso Prayitno,SE.SH ;
Ketua Bid. Dana : Tn. Siswanto,Sip.Msc ;

Ketua Bid. Pendidikan :

Ketua Bid. Kesejahteraan ~ : Tn. Bambang Saiful Basri :

Pengawas : Tn. George Situmeang ;

3. Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 10 tanggal 7 Juli 2010 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi,
mengenai pemberhentian dan penggantian Pengurus ( lihat P-
5 dan P-6 ), menjadi sebagai berikut: Sekretaris : Tn. Bambang

Sudjarwo,SE,MM, Bendahara : Tn. Sumartoyo dan Anggota
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Pengurus : Tn. Soeparto Sukowati, Tn. Sukimin dan Tn. Sarining
Setyo Utomo ;

4. Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 67 tanggal 26 Oktober 2011 tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi,
mengenai pemberhentian dan penggantian Pembina sejak tanggal 15
Juli 2011 ( lihat P-7 dan P-8 ), sebagai berikut :

Pembina : Tn. Pramono Edhie Wibowo ( Ketua ), Tn. Geeorge
Toisutta dan Tn Agustadi Sasongko Purnomo ( anggota ) ;

A. Bahwa Yayasan Kartika Eka Paksi memiliki saham pada PT.
Indotruba Tengah sebanyak 6.200 saham, sedangkan pemegang
saham lainnya adalah PT. Minamas Gemilang ( Turut Tergugat I11)
sebanyak 3.100 saham dan PT. Anugrah Sumber Makmur ( Turut
Tergugat V ) sebanyak 3.100 saham ( lihat bukti P-12 = TV, IX,X-
7adanP-13“);

B. Bahwa saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi tersebut diatas telah
dijual kepada PT. Mulia Argo Persada ( Tergugat V ) oleh pengurus
Yayasan Kartika Eka periode 2006 s/d 2009, dalam hal ini adalah
Tergugat I, Tergugat Il, Il dan IV ( lihat P-10, P-11 = B-1V (TI-
IV,VI-VII) = TV,IX,X-4a = TTII/IV-5 = TTVII-6b);

C. Bahwa pada waktu terjadinya jual beli saham tersebut diatas,
Tergugat I, 11, 111 dan IV adalah pemegang saham dan Direksi pada

PT. Mulia Argo Persada sebagai berikut ;

Tergugat IV “ Siswanto,SIP “ memiliki 200 saham dengan jabatan sebagai

Direktur Utama ;
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Tergugat 111 “ Joso Prayitno “ memiliki 200 saham dengan jabatan sebagali

Direktur ;

Tergugat | memiliki 100 saham dengan jabatan sebagai Komisaris ( lihat P-
14 = Bukti-V (T I s/d 1V, VI s/d VIII) yaitu Akta Notaris Rusnaldy,SH No.
23 tanggal 18 September 2007 tentangPendirian PT. Mulia

Argo Persada ) ;

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban para Tergugat
dan Turut Tergugat, Replik dan Duplik diperoleh kesimpulan, pokok
permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tindakan para Tergugat dan
Turut Tergugat yang telah menyebabkan Saham PT. Indotruba Tengah
milik Yayasan Kartika Eka Paksi sejumlah 6200 saham beralih kepada PT.

Mulia Argo Persada merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didalam Petitum 2 Penggugat mohon agar para
Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum

terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata tidak memberikan definisi
tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasarkan doktrin hukum
yang telah berlaku dalam praktik peradilan, suatu perbuatan disebut sebagai

perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;

3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
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4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Keempat kriteria tersebut berlaku secara alternatif, artinya apabila salah satu
telah terpenuhi, maka sipelaku dapat dikatagorikan telah melakukan

perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya telah
mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

karena:

1. Tergugat I s/d IV selaku Pengurus pada Penggugat “ Yayasan Kartika
Eka Paksi “ telah mengalihkan 6.200 saham Turut Tergugat VII “ PT
Indotruba Tengah “ yang dimiliki Penggugat “ Yayasan Kartika Eka
Paksi “ kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “, sedangkan pada
waktu itu Tergugat | s/d IV adalah Pemegang semua Saham yang juga
menjabat sebagai Direksi pada Tergugat V, dan menurut Penggugat
tindakan Tergugat | s/d 1V tersebut telah melanggar pasal 5 ayat (1) dan
pasal 38 ayat UU No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang
Yayasan, yang menyatakan;

(1) Pasal 5 ayat (1) “ Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang
maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang
—undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau
tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium
atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina,

Pengurus dan Pengawas “ ;
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(2) Pasal 38 ayat (1) “ Pengurus dilarang mengadakan perjanjian
dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,
Pengurus dan / atau Pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja
pada Yayasan “;
2. Tergugat | s/d 1V, Tergugat V, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat 1V,
Turut Tergugat VII didalam peralihan hak atas saham PT. IndoTruba
Tengah milik Penggugat kepada Tergugat V, telah melakukan tindakan
tidak sesuai dengan pasal 58 jo pasal 59 ayat (1) jo pasal 1 ayat (2) dan pasal

91 jo pasal 79 jo pasal 55 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

(1) Pasal 55 jo pasal 79 ayat (1)(2)(3) :

(a) Pasal 55 “ Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara
pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang — undangan “;

(b) Pasal 79 ayat (1)(2)(3) :

Ayat (1) “ Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan

RUPS

Ayat (2) “ Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan atas permintaan :

a. Satu orang atau lebih Pemegang saham yang bersama — sama

mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak
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suara, kecuali anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih

kecil atau ;

b. Dewan Komisaris ;

= Ayat (3) “ Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya “;

(2) Pasal 91 “ Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang
mengikat diluar RUPS dengan syarat semua Pemegang saham dengan hak
suara menyetujui secara tertulis  dengan  menanda  tangani usul

yang bersangkutan “ ;

Penjelasan pasal 91 :

“ Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS dalam
praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan ( circular

resolution ) “;

“ Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara
fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul
yang akan diputuskan kepada semua Pemegang Saham dan usul tersebut

disetujui secara tertulis oleh seluruh Pemegang saham * ;----

Yang dimaksud dengan “ Keputusan yang mengikat “ adalah keputusan

yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS ;

(3) Pasal 58 jo pasal 59 ayat (1) jo pasal 57 ayat (1) jo pasal 1 ayat (2) :

a. Pasal 58 :
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= ayat (1) “ Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan Pemegang
Saham Penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada
Pemegang Saham klasifikasi tertentu atau Pemegang Saham lainnya,
dan dalam jangka waktu 30  hari terhitung sejak tanggal

penawaran dilakukan ternyata Pemegang

Saham tersebut tidak membeli, Pemegang Saham Penjual dapat
menawarkan dan  menjual  sahamnya  kepada  pihak

(13

ketiga “;

= ayat (2) “ Setiap Pemegang saham Penjual yang diharuskan
menawarkan sahamnya sebagaimana dimakusd pada ayat (1) berhak
menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu
30 hari sebagaimana dimaksud ayat (1) *;

= ayat (3) “ Kewajiban menawarkan kepada Pemegang saham
klasifiaksi tertentu atau Pemegang saham lain sebagaimana
dimaksud ayat (1) hanya berlaku satu kali * ;

b. Pasal 59 ayat (1) “ Pemberian persetujuan pemindahan hak atas
saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau
penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka paling
lama 90 hari terhitung sejak tanggal organ Perseroan menerima
permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut “;

c. Pasal 57 ayat (1) huruf b “ Keharusan mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari Organ Perusahaan “;

d. Pasal 1 ayat (2) “ Organ perseroan adalah rapat umum pemegang

saham, Direksi dan Dewan Komisaris “ ;
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4. Tergugat | dan VI, 111 dan VII, IV dan VIII telah melakukan pengalihan
saham Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “ yang didalamnya terdapat
6.200 saham Penggugat, kepada Tergugat IX “ PT. Palma Sejahtera ““ dan
Tergugat X “ Eddy Widjonarko “ bertentangan dengan pasal 1320
KUHPerdata, karena didasarkan pada peralihan saham Penggugat

sejumlah 6.200 saham tersebut diatas yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa dari Jawaban dan Duplik Tergugat | s/d X, Turut
Tergugat Il s/ d V dan Turut Tergugat VII diperoleh kesimpulan, para
Tergugat dan Turut Tergugat telah menolak dalil Penggugat tersebut diatas
dan menyatakan semua ketentuan tersebut diatas tidak ada yang dilanggar
serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan didalam UU No. 40 tahun
2007 tentang tata cara peralihan Saham, dan menyatakan pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat I s/d IV ( selaku pengurus pada Penggugat “
Yayasan Kartika Eka Paksi ), mengalihkan 6.200 saham milik
Penggugat pada Turut Tergugat VII “ PT Indotruba Tengah * kepada
Tergugat V “ PT Mulia Argo Persada “, sebelumnya telah mendapat
persetujuan dari Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi melalui surat No.
SP/12/YKEP/1X/2007 tanggal 21 September 2007, yang menyetujui
Pengurus menjual saham aqua sebesar 50 % yang dimiliki Penggugat (
bukti TV,IX,X-1A=TTVII-4 =P-15) ;

2. Bahwa ketika terjadi pergantian Pembina, Pembina yang baru juga telah
memberikan persetujuannya sama dengan persetujuan Pembina yang

lama yaitu melalui surat No. SP/15/YKEP/IX/2008 tanggal 14
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September 2008 ( bukti B-VII ( TI-IV,VI-VIII ) = TV,IX,X-1b = P-16 )
Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan diatas, Tergugat | s/d IV minta
persetujuan Pemegang saham lainnya pada Turut Tergugat VII yaitu
Turut Tergugat III “ PT. Minamas Gemilang “ dan Turut Tergugat IV “
PT. Anugrah Sumbermakmur “ dalam rapat tertanggal 11 September
2008 ( bukti B-1V (TI-IV,VI-VIII ) = TTHI/ IV-3 =P-25) ;

Bahwa melalui Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.
Indotruba Tengah tanggal 15 September 2008, usulan Tergugat I s/d IV
tersebut disetujui oleh Turut Tergugat Il dan IV ( bukti TV,IX,X-2 =
TTHI/IV-4=P-26) ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I s/d IV mengirimkan surat penawaran atas
saham aquo kepada Turut Tergugat Il ( Surat No.
B/104/YKEP/1X/2008 tanggal 17 September 2008 ) dan Turut Tergugat
IV ( Surat No. B/105/YKEP/IX/2008 tertanggal 17 September 2008 ),
namun Turut Tergugat Il dan IV tidak memberikan tanggapan ( bukti
B-VII (TI-IV,VI-VIII) = TV,I1X,X-3a = P-27 dan B-IX (TI-IV,VI-
VI =TV,IX,X-3b =P-28) ;

Bahwa oleh karena itu Tergugat | s/d IV kemudian mengalihkan saham
aquo kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “ dengan Akta
Notaris No. 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Turut
Tergugat I *“ Yafizar,Sh,CN Notaris Pengganti dari Notaris
Rusnaldy,SH “, yang kemudian diikuti dengan dilakukannya perubahan

susunan pemegang saham pada Turut Tergugat VIl dengan Akta Notaris
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Turut Tergugat V “ Zainal Abidin,SH “ No. 53 tertanggal 12 Mei 2009
dan telah diterima dan dicatat oleh Turut Tergugat VI “ Kemenkumham
“(‘bukti B-1V (TI-IV,VI-VIII) = TV, IX,X-4a = TTII/IV-5 = TTVII-6b
= P-11, P-10 jo TV,IX,X-5a jo Bukti-Il ( TI-IV,VI-VIIl ) = TV,IX,X-

4b = TTIHIV-7T=TTVII-7Tb=P-23) ; --

7. Bahwa Tergugat V telah melunasi pembayaran harga saham aquo
kepada Penggugat sejumlah Rp. 177.248.400.000,00, termasuk Deviden
hak Penggugat tahun 2008 sejumlah Rp. 40.000.000.000,00 — Pajak
Deviden Rp. 6.000.000.000,00 = Rp. 34.000.000.000,00 ;

Dengan demikian Net pembayaran harga saham = 177.248.400.000,00 —

Rp. 34.000.000.000,00 = Rp. 143.248.400.000,00 ;

Bukti :

1. TV,IX,X-5a,b jo 59 ( rekening YKEP di BTN Desember 2008 ) :

Pembayaran uang muka Rp.5.000.000.000,00 ;

2. TV,IX,X- 5c1-4 jo 5h ( Rekening YKEP di Bank Yudha Bhakti Februari

2009 ): Setoran tunai Rp.40.600.000.000,00 ( Obligasi MAP 1) ;-

3. TV,IX,X-5d1-4 jo 5h ( Rekening YKEP di Bank Yudha Bhakti Maret

2009 ):Rp. 10.285.000.000,00 ( Obligasi MAP 2) ;

4. TV,IX,X-5e1-4 jo 5h ( Rek.YKEP Juni 2009 ) : Rp.

10.552.000.000,00 (Obligasi MAP 3) ;

5. TV,IX,X-5f1-4 jo 5h ( Rek. YKEP Agustus 2009 ) : Rp.

70.811.400.000,00 ( Obligasi MAP 4) ;

6. TV,1X,X-5i jo 5h ( Rek YKEP Januari 2009 ) : Rp. 34.000.000.000,00
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(Pembayaran Deviden hak YKEP ) ;

A. Bahwa Tergugat IX “ PT. Palma Sejahtera “ dan Tergugat X “ Eddy
Widjanarko “, tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat,
karena yang dibeli oleh Tergugat IX dan X adalah saham Tergugat V “
PT. Mulia Argo Persada “ yang dimiliki oleh Tergugat I, 11l dan IV (

bukti TV,1X,X-11a, TV,IX,X-11b, TV,IX,X-11c dan TV,IX,X-11d ) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti — bukti tersebut

diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi :

Bahwa berdasarkan bukti TV,IX,X-1A =TTVII-4 =P-15 dan B-
Vil ( TI-IV,VI- VT ) = TV,IX,X-1b = P-16 diperoleh
kesimpulan, ada dua Surat Persetujuan Pembina Yayasan
Kartika Eka Paksi sehubungan dengan pengalihan saham

Tergugat V milik Penggugat yaitu :

1. Surat No. SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September

3

2007 yang ditanda tangani oleh “ Djoko Santoso , yang
menyetujui Pengurus menjual saham aqua sebesar 50% dari
yang dimiliki Penggugat, ( bukti TV,IX,X-1A = TTVII-4 =

P-15);

2. Surat No. SP/15/YKEP/1X/2008 tanggal 14 September
2008 yang ditanda tangani oleh “ Agustadi,SP “, yang

menyetujui saham PT. Indotruba Tengah yang dimiliki
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Penggugat dijual seluruhnya ( bukti B-VII ( TI-1V,VI-VIII)

=TV,IX,X-1b=P-16) ;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 = TV,IX,X-7b dan P-2 diperoleh
fakta, Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi pada periode 2006
s/d 2009 adalah Tn. Ryamizard Ryacudu sebagai Ketua
Pembina YKEP dan Tn. Djoko Santoso sebagai Wakil Pembina,
sementara Agustadi ketika menanda tangani Surat Persetujuan
Pembina No. SP/15/YKEP/1X/2008 tanggal 14 September 2008
belum menjabat sebagai Pembina YKEP ( beliau baru menjadi
Pembina terhitung sejak tanggal 30 Juni 2009, lihat P-3 dan P-

4);

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar YKEP yang tertuang
didalam Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 4 tanggal 3 Januari
2006 ( bukti P-1 = TV,IX,X-7b pasal 11 ayat (1) huruf a,b,e (3)
dan (8) ), tata cara pengambilan Keputusan Pembina Yayasan

Kartika Eka Paksi ( YKEP ) ada dua cara yaitu:

1. Melalui Rapat Pembina, dan untuk menyelenggarakan
rapat Pembina harus memenuhi syarat — syarat yang telah
diatur didalam Anggaran Dasar yaitu, pada rapat pertama
apabila tidak memenuhi quorum yang harus dihadiri oleh 2/3
jumlah  Anggota Pembina, maka dapat dilakukan
pemanggilan yang kedua yang juga harus memenuhi quorum

yang harus dihadiri oleh lebih dari %2 jumlah anggota
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Pembina dan disejutui oleh lebih dari %2 jumlah suara yang
sah (pasal 11 ayat (1) a,b,e  Anggaran Dasar

YKEP tahun 2006 ) ;

2. Tanpa melalui rapat Pembina, dengan syarat semua
Anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua
Anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dan menanda tangani

persetujuan tersebut ;

Bahwa dari bukti — bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis
tidak menemukan bukti mengenai telah ditempuhnya kedua cara
atau salah satu cara tersebut diatas, fakta yang diperoleh
dipersidangan hanya ada dua surat keputusan yang satu ditanda
tangani oleh satu Pembina dari dua Pembina yang ada,
sedangkan yang kedua telah ditanda tangani oleh Pembina pada

periode 2006 — 2009 belum menjadi Pembina ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan :

1. Surat No. SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September
2007 yang ditanda tangani oleh “ Djoko Santoso , yang
menyetujui Pengurus menjual saham aqua sebesar 50% dari
yang dimiliki Penggugat, ( bukti TV,IX,X-1A = TTVII-4 =
P-15 ), tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh
Anggaran Dasar karena hanya ditanda tangani oleh satu

orang Pembina, sementara Pembina yang tercantum didalam
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Anggaran Dasar ada dua orang Pembina, tanpa ada
penjelasan lebih lanjut, oleh karena itu surat Persetujuan
Pembina tersebut tidak dapat dianggap sah menurut hokum

dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

2. Surat No. SP/15/YKEP/IX/2008 tanggal 14 September
2008 yang ditanda tangani oleh “ Agustadi,SP “, yang
menyetujui saham PT. Indotruba Tengah yang dimiliki
Penggugat dijual seluruhnya ( bukti B-VII ( TI-1V,VI-VIII)
= TV,IX,X-1b = P-16), tidak sah menurut hukum karena
telah ditanda tangani oleh orang yang pada waktu itu belum
menjadi Pembina, oleh karena itu Surat Persetujuan ini juga

tidak mempunyai kekuatan hukum ;

2. Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba

Tengah tanggal 15 September 2008 :

Bahwa bukti TV,IX,X-2 = TTIHI/IV-4 = P-26 merupakan Surat
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba tengah
tanggal 15 September 2008, yang isinya menyatakan para
Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah secara bulat
menyetujui hak atas 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik
Yayasan kartika Eka Paksi dipindahkan kepada PT. Mulia Argo

Persada ;

Bahwa berdasarkan pasal 55 jo pasal 79 ayat (1)(2)(3) jo pasal

91 dan penjelasannya UU No. 40 tahun 2007 diperoleh
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kesimpulan, pengambilan Keputusan para Pemegang Saham

suatu Perseroan dapat dilakukan dalam dua cara yaitu :

1. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham ;

2. Tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi
dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan
diputuskan kepada semua Pemegang Saham dan usul
tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh Pemegang
saham dan menanda tangani suatu Keputusan yang

disebut Keputusan Sirkuler Pemegang Saham *;

Bahwa setelah Majelis mencermati Keputusan Sirkuler
Pemegang Saham Indotruba tengah tanggal 15 September 2008
tersebut diatas, Keputusan tersebut hanya ditanda tangani oleh
Yayasan Kartika Eka Paksi yang diwakili oleh Pengurusnya

yaitu Tergugat I, II, 11l dan IV ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan Sirkuler tersebut
diatas, telah tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal
91 UU No. 40 tahun 2007, dengan demikian Keputusan Sirkuler
tersebut tidak dapat dianggap sah menurut hukum sebagai
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah,
oleh karena itu Keputusan tersebut juga tidak

mempunyai kekuatan  hukum

Perjanjian antara YKEP, PT. Mulia Argo Persada dan PT.

Palma Sejahtera tertanggal 24 Desember 2008 :
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Bahwa berdasarkan bukti TV,IX,X-5a, telah terjadi perjanjian
antara Penggugat, Tergugat V dan Tergugat 1X dan X tentang
penjualan 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat
kepada Tergugat IX “ PT. Palma Sejahtera “ dengan

menggunakan sarana Tergugat V “PT. Mulia Argo Persada “;

Bahwa perjanjian tersebut diatas dilakukan berdasarkan Surat
Persetujuan Pembina tanggal 14 September 2008, yang
berdasarkan pertimbangan diatas telah dinyatakan tidak sah dan

tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena itu Perjanjian tersebut juga tidak sah menurut

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 590 tanggal 26 Desember

2008 :

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak, Akta
Notaris tersebut diatas yang merupakan Akta pemindahan hak
atas 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Yayasan Kartika
Eka Paksi ( YKEP ) kepada PT. Mulia Argo Persada, ada dua

versi yaitu ;

1. P-10 didasarkan pada Surat Persetujuan Pembina No.
SP/12/YKEP/1X/2007 tanggal 21 September 2007 yang

ditanda tangani oleh Doko Santoso ;

2. P-11 = B-IV (TI-IV,VI-VIII) = TV, IX,X-4a = TTHI/IV-5

=TTVII-6b, didasarkan pada Surat Persetujuan Pembina No.
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SP/15/YKEP/1X/2008 tanggal 14 September 2008, yang

ditanda tangani oleh Agustadi,SP ;

Bahwa Akta pemindahan hak tersebut diatas juga didasarkan
pada Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT.

Indotruba tengah tanggal 15 September 2008 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Surat Persetujuan
Pembina YKEP baik No. SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21
September 2007 maupun No. SP/15/YKEP/ 1X/2008 tanggal
14 September 2008 dan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang
Saham PT. Indotruba tengah tanggal 15 September 2008
telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, oleh karena itu
Akta No. 590 yang pembuatannya telah didasarkan pada
surat — surat tersebut diatas juga menjadi tidak sah menurut

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Akta Notaris Zainal Abidin,SH No. 53 tanggal 12 Mei 2009
tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham

PT. Indotruba Tengah :

Bahwa akta tersebut berisi Keputusan Sirkuler Pemegang
Saham PT. Indotruba Tengah tanggal 20 April 2009 yang
menyatakan para Pemegang Saham PT. Indotruba tengah
memberikan persetujuan atas pemindahan 6.200 saham PT.
Indotruba tengah milik YKEP kepada PT. Mulia Argo Persada

berdasarkan Akta 590 tanggal 26 Desember 2008 dan perubahan
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susunan Pemegang Saham PT. Indotruba tengah (P-23 = B-II
(TI-IV,VI-VI) = TV,IX,X-4b, P-24 = B-I (TI- IV,VI-VIII) =

TV, IX,X-4c jo P-22) ;

Bahwa setelah Majelis mencermati Keputusan Sirkuler
Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tanggal 20 april 2009 (
P-22), Keputusan tersebut hanya ditanda tangani oleh Pengurus
YKEP, sedangkan pada kolom Pemengang saham lainnya

kosong ;

Bahwa berdasarkan pasal 91 dan penjelasannya UU No. 40
tahun 2007, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham harus

disetujui dan ditanda tangani oleh semua pemegang saham ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan Sirkuler aquo
tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 91 dan
penjelasannya UU No. 40 tahun 2007, oleh karena itu
Keputusan sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba tengah

tanggal 20 arpil 2009 tidak dapat dianggap sah menurut hukum

Bahwa oleh karena Akta Notaris No. 53 tanggal 12 Mei 2009
didasarkan pada Akta Notaris No. 590 dan Keputusan Sirkuler
tersebut diatas, maka Akta ini juga tidak sah menurut hukum,

oleh karena itu akta ini juga tidak mempunyai kekuatan hukum
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6. Penetapan No. 565/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel dan No.

601/Pdt.P/2012/PN.Jak. Sel tertanggal 11 Desember 2012 :

Bahwa Penetapan tersebut diatas, pada pokoknya merupakan
pengakuan terhadap Tergugat V sebagai Pemegang saham yang
menggantikan Penggugat pada PT. Indotruba tengah ( bukti

TV,IX,X-9adan TV,I1X,X-9b ) ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung RI No.
01/Pen/Pdt/2013 dan No. 02/Pen/Pdt/2013, kedua penetapan
Pengadilan negeri Jakarta Selatan tersebut diatas telah
dinyatakan tidak  mempunyai kekuatan  hukum (P-29

dan P-30)

Bahwa oleh karena itu semua Akta yang dibuat berdasarkan
Penetapan No. 565 dan 601/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel. tertanggal
11 Desember 2012 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum

atau batal demi hukum, adapun Akta — akta tersebut adalah :

1. Akta Notaris Firdhonal,SH No. 14 tanggal 10 Mei 2013
tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.

Indotruba Tengah ( TV,1X,X-10a) ;

2. Akta Notaris Firdhonal,SH No. 15 tanggal 10 Mei 2013
tentang Berita Acara Rapat umum Pemegang SahamlLuar

Biasa PT.Indotruba Tengah (TV,IX,X-10b ) ;

7. Akta Notaris No. 108, 109, 110 masing — masing tertanggal

17 Februari 2009 :
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Bahwa berdasarkan bukti P-17 s/d 20 yang sama dengan
TV,IX,X-11a s/d 11d, telah terjadi pengikatan jual beli antara
Tergugat I, 111 dan 1V masing — masing sebagai penjual dengan
Tergugat IX “ PT. Palma Sejahtera “ yang diwakili oleh
Tergugat X “ Eddy Widjanarko “ atas saham Tergugat V “ PT.

Mulia Argo Persada “ milik pribadi Tergugat LIII dan IV ;

Bahwa Penggugat telah mendalilkan saham — saham yang dijual
tersebut diats merupakan bagian dari 6.200 saham Turut

Tergugat VII “ PT. Indotruba Tengah “ milik Penggugat ;

Bahwa berdasarkan bukti P-12 = TV,IXX-7TA =
TTHI/IV-1 = TTVII-1a ( Anggaran Dasar Turut Tergugat
VIl dan P-14 = B-V (TI-IV,VI-VIIl) : Akta Notaris
Rusnaldy,SH No. 23 tanggal 18 September 2007 tentang
Pendirian PT. Mulia Argo Persada, diperoleh kesimpulan,
Tergugat I, 111 dan IV adalah pemegang saham pada Tergugat V
“PT Mulia Argo Persada “, sedangkan saham milik Penggugat
sebanyak 6.200 saham adalah saham pada Turut Tergugat VII *

PT. Indotruba Tengah “;

Bahwa dari bukti — bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak
ditemukan bukti bahwa saham milik Tergugat I, 11l dan 1V pada

Tergugat V merupakan saham milik Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan

penjualan saham milik Tergugat I, 111 dan IV kepada Tergugat
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IX dan X berdasarkan akta PPJB tersebut diatas merupakan

bagian dari saham milik Penggugat tidak dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua
tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan Akta dan surat — surat tersebut

diatas adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Akta — akta dan Surat —
surat aquo diatas, pihak penjual adalah Yayasan Kartika Eka Paksi (
Penggugat ) yang dalam hal ini diwakili oleh para Pengurusnya yaitu
Tergugat I, 11, 11l dan 1V, sedangkan pembelinya adalah PT. Mulia Argo
Persada ( Tergugat V ) yang Pemegang saham dan Direksinya adalah

Tergugat I, I, Il dan IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) UU

No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan :

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan
lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang — undang ini,
dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak
langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau
bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina,
Pengurus dan Pengawas “ ( pasal 5 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004

Jo UU No. 16 tahun 2001 ) ;

“Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan / atau Pengawas
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yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan ( pasal 38 ayat

(1) UU No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Tergugat I, 11, Il

dan 1V telah melanggar ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang telah didengar pendapatnya
dipersidangan, Pembeli yang beretikad baik harus dilindungi, walaupun

Penjual telah menjual sahamnya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, pihak Penjual saham aquo
adalah Penggugat yang diwakili oleh Pengurusnya yaitu Tergugat I, II, 111
dan IV, sedangkan pihak Pembeli adalah Tergugat V yang dalam hal ini
Pemegang Saham dan Direksinya adalah Tergugat I, II, 11l dan IV,
disamping itu pihak yang berperan aktif didalam mengurus dan melakukan
peralihan tersebut adalah Tergugat I, I, 1ll dan IV, sementara semua
tindakan hukum vyang dilakukan Tergugat I, Il, Ill dan IV adalah

bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, Tergugat I,
I, 111 dan IV yang dalam hal ini juga mewakili pihak Pembeli yaitu Tergugat

V tidak mempunyai etikad baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 s/d P-20 yang sama dengan
TV,IX,X-11a s/d TV,IX,X-11d diperoleh kesimpulan, Tergugat VI,VII,
VIII, IX dan X melakukan jual beli terhadap saham PT. Mulia Argo Persada

milik Tergugat I, I1, 11l dan 1V pribadi ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TV,IX,X-5a, Tergugat 1X juga ikut
andil didalam penjualan saham PT. Indotruba Tengah yang dimiliki

Penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 1365 KUHPerdata
dan dokrin Hukum mengenai kriteria perbuatan melawan hukum, maka
Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Tergugat I, I1, I11, 1V dan Tergugat
V serta Tergugat IX dan X telah bertentangan dengan kewajiban hukum
sipelaku dalam hal ini adalah para Tergugat tersebut, dan juga telah
bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini Penggugat
sebagai suatu Yayasan serta juga telah bertentangan dengan kepatutan,

ketelitian dan kehati — hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
berpendapat Tergugat I, I1, 11l dan IV, Tergugat V dan Tergugat IX dan X

telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum 2

gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Keputusan Sirkuler
Pemegang Saham PT. Indotruba tengah tanggal 15 September 2008 tentang
Persetujuan para Pemegang Saham atas pemindahan 6.200 saham PT.
Indotruba milik YKEP kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada *
adalah tidak sah menurut Hukum karena hanya ditanda tangani oleh satu

Pemegang Saham yaitu YKEP dan tidak ditanda tangani oleh Pemegang
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Saham lainnya yaitu Turut Tergugat i dan

(AVAN

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan didalam Petitum 3 dapat

dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 3 tersebut diatas, maka petitum 4
yang mohon agar pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba tengah milik
Penggugat kepada Tergugat V “ PT.Mulia Argo Persada “ dinyatakan batal

demi hukum juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Akta Notaris No. 590
tanggal 26 Desember 2008 tentang pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba
Tengah milik Penggugat adalah tidak sah menurut hokum, oleh karena itu
Petitum 5 yang mohon agar Akta  tersebut dinyatakan batal  demi

hukum  juga  dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Akta pernyataan
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah No. 53 tanggal
12 Mei 2009 juga telah dibuat secara tidak sah menurut hukum, oleh karena
itu petitum 7 yang mohon agar Keputusan  Sirkuler tersebut batal demi

hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 8 tidak perlu dipertimbangkan,
karena Turut Tergugat VII “ PT. Indotruba tengah “ cukup melaporkan
mengenai pembatalan pemindahan saham aquo karena tidak sah menurut

hukum ;
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Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum 9 Penggugat mohon agar
para Tergugat menyerahkan kembali 6.200 saham PT. Indotruba Tengah

milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan diatas,
semua tindakan hukum dan akta maupun Surat Keputusan yang diterbitkan
sehubungan dengan pengalihan 6.200 saham aquo telah dinyatakan tidak
sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hokum, sehingga
mengakibatkan peralihan tersebut juga tidak sah menurut hokum, oleh
karena itu demi hokum para Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan

kembali 6.200 saham aquo kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikin petitum 9 juga telah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam petitum 10 Penggugat mohon agar para
Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat
sebesar Rp. Rp. 360.000.000.000,00 secara tanggung renteng sekaligus dan

tunai sejak putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan akibat perbuatan para
Tergugat Penggugat telah kehilangan keuntungan berupa deviden sejak
tahun 2009 s/d 2012 vyang keseluruhannya berjumlah  Rp.

360.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 yang sama dengan TV, 1X,X-5i
diperoleh kesimpulan, Deviden tahun buku Juni 2008 PT.Indotruba Tengah

yang menjadi hak Penggugat adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,00 ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TV,IX,X-5c1-4, 5d1-4, 5fl1-4,
TV,IX,X-5g-] Tergugat V telah memgirimkan uang harga 6.200 saham ke

rekening atas nama Penggugat dan deviden yang menjadi hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa apakah uang tersebut telah diterima oleh Penggugat
sebagai Badan hukum atau oleh Pengurusnya, dari bukti — bukti yang
diajukan dipersidangan tidak dapat dibuktikan, dan menurut Majelis bukti —
bukti yang diajukan oleh para Tergugat belum cukup untuk membuktikan
Penggugat sebagai Yayasan yang telah menerima uang tersebut, karena
yang mengirimkan uang tersebut juga adalah atas nama Pengurus dan
Pemegang saham Tergugat V yang dalam hal ini adalah

Tergugat | s/d IV;

Menimbang, bahwa dari bukti P-21 dan TV,IX,X-5i dapat ditarik
kesimpulan, Deviden yang seharusnya diterima oleh Penggugat paling
sedikit adalah Rp. 40.000.000.000,00 pertahun, dan apabila dihitung sejak
peralihan hak atas saham yang telah dilakukan secara melawan hukum
tersebut yaitu sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, maka keuntungan yang
seharusnya diterima oleh Penggugat adalah 5 tahun X Rp.

40.000.000.000,00 = Rp. 200.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah pantas apabila Tergugat | s/d IV,
Tergugat V, Tergugat 1X dan Tergugat X secara tanggung renteng dihukum
untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.

200.000.000.000,00 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
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Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 10 telah dikabulkan

sebagian ;

Menimbang, bahwa pada petitum 13 Penggugat mohon agar para Tergugat
dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 perhari

kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi putusan ini juga menyangkut
pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa tidak dapat dikenakan kepada

para Tergugat, dengan demikian petitum 13 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa didalam petitum 8 Penggugat mohon agar Surat
Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.10-06302 tanggal 9 Mei

2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa surat tersebut diatas merupakan produk administrasi,
oleh karena itu cukup diberi laporan mengenai adanya putusan ini, dan
Kementerian Hukum dan HAM akan mencatatnya didalam system

adiminstrasinya agar diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 8 tidak akan dipertimbangkan

lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa didalam Petitum 11 Penggugat mohon agar para Turut

Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang juga ikut digugat
oleh Penggugat, karena ikut terlibat didalam pembuatan Akta — akta yang

telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, oleh karena itu para Turut
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Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dengan

demikian  petitum 11 juga telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 12 yang mohon agar putusan dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, oleh karena belum memenuhi syarat yang
ditentukan oleh SEMA No.3 tahun 2000 Jo. SEMA No.4 Tahun 2001, maka

petitum ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan
Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka para Tergugat secara tanggung
renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan

didtentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan — pertimbangan diatas,
maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan

untuk selebihnya ditolak ;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan lainnya yang

bersangkutan ;

PERMASALAHAN HUKUM

1. Bagaimana kewenangan Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam
melaksanakan jual beli saham Perseroan Terbatas dengan studi kasus
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

86/PDT.G/2013/PN.HKT.PST ?
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ANALISIS HUKUM

Penulis akan menguraikan terlebih dahulu dasar hukum dan dasar
teori tentang karakteristik mandiri Perseroan Terbatas dan kewenangan
Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam jual beli saham menurut
Hukum Indonesia. Dalam Hukum Indonesia, Perseroan Terbatas diatur di
dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Dasar teori dan dasar hukum ini nantinya digunakan untuk menganalisa
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST,
terutama tentang penerapan pasal 5 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004 jo UU
No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam pemindahan hak atas saham yang
melibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi dan PT. Mulia Argo Persada dengan
dikaitkan karakteristik kedudukan mandiri Perseroan Terbatas dan
kewenangan direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam jual beli saham

di Indonesia.
1. Karakteristik Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan
terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT (selanjutnya disebut
sebagai Perseroan) yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata
terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya

hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.®

6 H.M.N Purwosujipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan
Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, FH Ull Press, Yogyakarta, 2014, him. 1-

2.
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Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terdiri atas sero-sero atau
saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPT,

yakni:’

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persayaratanyang ditetapkan dalam
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya”

Ada beberapa alasan yang akan mendasari bahwa Perseroan
Terbatas bergerak secara mandiri dan dapat dipandang sebagai

subjek hukum yang mandiri, alasan-alasanya sebagai berikut:
a. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Sejak lama perwujudan dari badan hukum menjadi
perselisihan pendapat para ahli hukum. Dalam kehidupan
pergaulan hukum, manusia bukanlah satu satunya pendukung
hak dan kewajiban. Disitu masih ada pendukung hak dan
kewajiban yang dinamakan badan hukum (recht person). Jadi
ada satu bentuk hukum (recht figuur) yang dapat disamakan
dengan manusia, yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak
dan kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.
Hukum tiada lain merupakan pemberian hak kepada subjek
dalam perhubungan hukumnya dengan subjek lainya. Kebalikan
dari hak subjek adalah kewajiban. Pendukung hak disebut

sebagai subjek hukum. Menurut Kitab Undang-Undang

7 Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, FH Ull Press, Yogyakarta,
2014, him. 2.
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HukumPerdata, subjek hukum adalah orang atau manusia
sebagai pemegang hak dan kewajiban. Namun, selain manusia,
ada satu subjek hukum lain. Hal ini adalah realitas bahwa
disamping manusia, ada sesuatu yang lain sebagai pendukung

hak dan kewajiban.?

Subjek hukum yang lain itu adalah Badan Hukum.
Dengan demikian, subjek berupa badan hukum muncul sebagai
rekayasa manusisa untuk membentuk suatu badan yang
memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti
manusia. Oleh karena itu badan hukum ini adalah hasil rekayasa
manusia, maka badan hukum ini disebut sebagai artificial
person. Dalam hal ini, badan hukum merupakan suatu
kenyataan hukum. Badan hukum merupakan badan yang ada
karena hukum dan memang diperlukan keberdaanya atau disebut
sebagai legal entity. Sehingga, badan hukum dikatakan sebagai
suatu badan (entity) yang keberadaanya terjadi karena hukum
dan undang-undang. Dengan demikian, badan hukum lahir
karena diciptakan oleh undang-undang dan oleh karenanya
badan hukum disebut sebagai rechtpersoon, legalperson, legal

entity, 1

8 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Ctk. Pertama, Intimedia, 2015, him. 17.

%1.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995, dikutip dari Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Ctk. Pertama,
Intimedia, Malang, 2015, him. 17.

19 1bid
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Badan hukum dianggap sama dengan manusia, yaitu
manusia tiruan. Akan tetapi, secara hukum dapat berfungsi
seperti manusia biasa, bias digugat ataupun menggugat, bias
membuat keputusan dan bias mempunyai hak dan kewajiban,
hutang piutang dan juga mempunyai kekayaan layaknya
manusia biasa. Badan hukum dapat diefinisikan sebagai suatu
perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan
seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan
kewajiban dan dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan

digugat di muka pengadilan.!

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum sendiri,
maka badan hukum merupakan badan yang independen atau
mandiri terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal
badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas
nama dirinya sendiri. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang
dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri.
Badan ini juga memiliki kewajiban hukum seperti manusia,
seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis

atas nama dirinya sendiri.?

Secara teoritik, baik di negara common law maupun civil

law dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan

1 Ibid, him 18-19.

12 Robert W. Hamilton, The law of Corporatin, dikutip dari Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan
Terbatas, Cetakan Pertama, FH Ull Press, Yogyakarta, 2014, him. 6.
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terkemuka

teoritik keberadaaan badan hukum. Ada beberapa konsep

tentang personalitas badan hukum (legal

personality), yakni:*®

Legal Personality as Legal Person

Menurut konsep ini badan hukum adalah
ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan
hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini
didasarkan pada hukum positif maka, negara
mengakui dan menjamin persoanlitas badan hukum
tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan
kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan

manusia sebagai “real person”.'4

Corporate Realism

Menurut konsep ini personalitas badan
hukum suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh
proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum
yang didasarkan pada peraturan perundang-
undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki

personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas

13 Daniel Zimmer, “Legal Personality” dikutip dari Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas,
Cetakan Pertama, FH Ull Press, Yogyakarta, 2014, him. 7.
14 Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, FH Ull Press, Yogyakarta,

2014, him.7.
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ini tidak didasarkan pada fiksi tetapi didasarkan pada

kenyataan alamiah layaknya manusia.®®

Di dalam pendekatan yang demikian, ada
kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa
badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulan
yang tidak berbadan hukum yang juga ada dalam
realitas, di sejumlah negara tidak diakui sebagai

badan hukum.
Theory of the Zweckvermogen

Menurut konsep ini suatu badan hukum
terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk
tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelususri ke dalam
system hukum yang menentukan seperti -badan
hukum Jerman- bahwa institusi dalam hukum public
dan endowmen dalam hukum perdata adalah badan
hukum yang ditentukan oleh suatu objek dan tujuan,

dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.'®
Aggregation Theory

Teori aggregasi ini disebut juga teori
“symbolist” atau teoretik “bracker” dan dalam versi

modern dikenal “corporate nominalism” secara

15 Ibid.
18 Ibid, him. 8-9.
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teoretik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan
individualistik ini menyatakan bahwa makhluk
(human being) dapat menjadi subjek atau
penyandang hak dan kewajiban timbul atau lahir dari
hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar
menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas
korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata
suatu nama bersama (collective name), suatu symbol

bagi para anggota korporasi.t’
Modern View on Legal Personality

Hukum nasional modern dewasa ini
menggabungkan antara realist dan fictionist theory
dalam mengatur hubungan bisnis domestic dan
internasional, di satu sisi mengakui realitas social
yang ada di belakang personalitas hukum, dan sisi
lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah

aspek sebagai suatu fiksi.'8

Konsep perseroan  sebagai badan hukum yang
kekayaanya terpisah dari pemegang shamnya merupakan sifat
yang dianggap penting bagi status perseroan sebagai suatu
badan hukum yang membedakan dengan bentu-bentuk

perseroan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara

7 Ibid, him 9
18 Ibid.
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singkat merupakan pernyataan prinsip bahwa pemegang saham
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban
perseroan sebagai badan hukum yang kekayaanya terpisah dari
pemegang sahamnya. Prinsip ‘“continuity of existence”
menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan
pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh
kematian ataupun pailitnya pmegang saham. Badan hukum juga
tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur “kepemilikan”
perseroan. Sebagai akibatnya, saham-saham diperdagangkan

secara bebas.!?

Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana
dijelaskan dalam pengertian Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1)
dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:?°

Pasal 1 ayat (1)

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut
Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang
ini serta peraturan pelaksanaannya”

Pasal 7 ayat (4)

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada
tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai
pengesahan badan hukum Perseroan”

19 Erik P.M Vermuelen, The Evolution of Legal Business form in Europe and the United States:
Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures, dikutip dari Ridwan Khairandy, Hukum
Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, FH Ull Press, Yogyakarta, 2014, him.10.

20 Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Ctk. Pertama, Intimedia,Malang, 2015, him. 19.
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Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang oleh
hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum. Hukum juga
mengakui bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang
cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan perbuatan
hukum dengan pihak lain layaknya seperti manusia atau suatu
badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sehingga

subjek hukum dan memiliki kekayaan pribadi pengurusnya.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kapan suatu
badna usaha Perseroan Terbatas dianggap sudah menjadi badan
hukum. Bila dicermati secara seksama Undang-Undang No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit telah
mengemukakan, Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai
badan hukum pada tanggal diterbitkanya Keputusan Menteri??
menegenai pengesahan badan hukum perseroan. Demikian
dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari ketentuan ini dpat
disimpulan, Perseroan Terbatas sah berdiri apabila sudah
mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Disini
terlihat bagaimana peran pemerintah dalam memberikan status

badan usaha Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Adanya

2 Ibid, him. 20.

22 Dalam Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
disebutkan, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
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campur tangan pemerintah dalam hal ini tiada lain sebagai
upaya pengawasan dan pencegahan seperti yang dikemukakan
oleh R. Soekardono, pentingnya pengesahan (bewilliging) yang
jufga terkandung makna persetujuan (stemming), sebagai
tindakan pengawasan oleh pemerintah. Dengan demikian
adanya tindakan pengesahan terhadap akta pendirian badan
usaha Perseroan Terbatas, menunjukan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa isi akta
pendirian Perseroan Terbatas secara saksama, dalam arti

peraturan mengenai Perseroan Terbatas telah dipenuhi.?

b. Kekayaan Perseroan Terbatas yang Dipisahkan

Konsekuensi hukum yang paling mendasar dalam
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah adanya
pemisahan kekayaan. Modal Perseroan Terbatas yang berasal
dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan
dari kekayaan pribadi pemegan